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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 
 

NOMOR      2        TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN PENJUALAN 
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTUL, 

 
Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang dapat 

menurunkan derajat kesehatan dan moral bangsa serta 
bertentangan dengan visi Kabupaten Bantul Projotamansari, 
Sejahtera, Demokratis dan Agamis, sehingga perlu dilakukan 
pengawasan dan pengendalian terhadap pengedarannya, 
dan pelarangan penjualannya di Kabupaten Bantul; 

 
b. bahwa pengaturan, pengedaran dan penjualan  minuman 

beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 tentang     
Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan 
Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah 
dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor     23  
Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan 
perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti dengan 
Peraturan Daerah yang baru; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian, 
Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol 
di Kabupaten Bantul; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
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  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan 
Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469); 

 
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

 
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 
99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3656); 

 
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

 
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966);  

 
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5045);  

 
  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

 
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 
Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 59); 

 
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang 

Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2473); 

 
  12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 
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  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras; 
 

  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Men.Kes/Per/II/1982 
tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimpor 
Minuman Keras Yang tidak Terdaftar pada Departemen 
Kesehatan; 

 
  15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan 
dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  53 
Tahun 2010; 

 
  16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

360/MPP/KEP/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat 
Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol; 

 
  17. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor  

KM.3/HK.001/MKP.02 Tahun 2002 tentang Penggolongan 
Kelas Hotel; 

 
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 

tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan 
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri 
D Nomor 14 Tahun 2007); 

 
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 17 
Tahun 2011); 

 
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 

tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2009); 

 
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 

tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 
Seri D Nomor 05 Tahun 2011); 

 
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Perizinan Usaha di Bidang Perindustrian dan 
Perdagangan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Seri C Nomor  14 Tahun 2011); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL 

dan 
BUPATI BANTUL, 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN, 

PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN PENJUALAN 
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bantul. 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. 

6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses 
dari buah dan atau hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara 
fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara 
memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau 
tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol 
atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol. 

7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang 
dimiliki oleh Warga Negera Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara 
Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum 
yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol. 

8. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan dan/atau mendistribusikan 
minuman beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah. 

9. Mengoplos adalah mencampur, meramu, dan menyedu bahan-bahan tertentu 
sehingga menjadi jenis minuman beralkohol. 

10. Menyimpan adalah meletakan di tempat yang aman supaya jangan rusak atau 
hilang. 

11. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau 
menjual minuman beralkohol. 

12. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk 
diperdagangkan. 
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13. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman 

beralkohol untuk dikonsumsi. 
14. Penjual langsung minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan 

penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung. 
15. Hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klab malam adalah hotel, restoran dan 

bar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
kepariwisataan. 

16. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah surat izin untuk 
menyelenggarakan tempat usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B 
dan/atau golongan C. 

17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat 
SIUP MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha 
perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka  pengawasan, 
pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol. 

 
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian 

hukum sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol 
yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan 
kesejahteraan masyarakat. 

 
BAB III 

KLASIFIKASI 
 

Pasal 3 
 

Minuman beralkohol dikelompokan dalam golongan-golongan sebagai berikut : 
a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 

(C2H5OH) di atas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus); 
b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 

(C2H5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh 
perseratus); dan 

c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 
(C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh 
lima perseratus). 

 

 

 

 

 

 

 


